
SALINAI.I

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NoMoR 19 I PP.o4.2-Kpt I t312 I KPU -Kab I rI I 2o2o

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTO BALINGKA

KABUPATEN PASAMAN BARAT

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA

BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2O2O

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabrrpaten/ Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan
Kelompok Penyelenggara Pemungr.rtan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Brrpati, dan/ atau
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang
menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pasaman Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Balingka
Kabupaten Pasaman Barat untuk Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera
Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat
Tahrun 2O2O.

Menimbang :



Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol5 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2O74 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol5 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Nomor
10 Tahun 2O16 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2O14 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 3 Tahun
2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umrrm Provinsi/ Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyenggaraan Pemungutan Suara
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan
Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2O17 tentang
perubahan Kedua atas peraturan komisi pemilihan
umu nomor 3 tahun 2O15 tentang tata kerja komisi
pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/
Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Kabrrpaten / Kota, Pembentukan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyenggaraan Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danf atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 15 Tahun
2Ol9 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2O2O (Berita



\,,

Negara Republik Indonesia Tahun 2AB Nomor 905)

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilhan Umum Nomor 16 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 tahun 2Ol9 tentang Tahapan,

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati danf atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2O2O sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2079 Nomor 1511).

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

66 iPP.O6.a-KptO3 /KPU /II /2O2O tentang Pedoman

Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemrrngutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor l2lPPlO4'2-
SD/O I IKPU lll2o2o tanggal 10 Januari 2O2O,

Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2O2O;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pasaman Barat Nomor 1 15/HK.03. l-Kpt/ l3l2 I KPU-

Kab/XI/2Ol9 atas perubahan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor

lI2 lHK.O3. 1-Kpt/ r3l2 IKPU-Kab/X I 2Or9 tentang

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemil;han Bupati Dan Wakil Bupati
Pasaman Barat Tahun 2O2O;

7. Kcputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pasaman Barat Nomor 3 / PP.O6.2-Kptl l3l2 I KPU -

Kab lI I 20 19 tentang Pedoman Teknis Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat,

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera

Barat Serta Bupati dan wakil Bupati Pasaman Barat
Tahun 2O2O.

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasaman Barat Nomor 29 lPP.O4.2-
BA/KPU-Kab/II/2O2O Tanggal 25 Februari 2O2O

Memperhatikan



tentang Penetapan calon Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Pasca Klarifikasi Tanggapan Masyarakat
Tahap II Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman
Barat Tahun 2O2O.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN DAN

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KOTO BALINGKA KABUPATEN PASAMAN

BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020.

\-.

Menetapkan

KESATU Menetapkan

KEDUA

sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Koto
Balingka Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati
dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2O2O;

Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud
da-lam Diktum KESATU merupakan penyelenggara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera
Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun
2O2O di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan;

NO NAMA LIP ALAMAT

1 ASRIMAN, S.Pd.I L JR. LIMAU
SARING

2 DEDI EFENDI L JR. SIDUAMPAN

3 NURSA]MAH, S.Pd P JR. AiR JERNIH

4 BILHUDA L PARIT

5 ASHAR,S.Sos L PARIT



KSIIGA Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman
Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman
Barat Tahun 2020;

KEMPAT Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (sembilan)
bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret sampai dengan 3O

November 2O20;

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KE"TUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ALHARIS

Safinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ubbag Hukum

ttd

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 29 Februari 2020


